PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 1996
TENTANG
PEMBENTUKAN LIMAPULUH TIGA KECAMATAN DI WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il JAYAWIJAYA, SORONG,
MANOKWARI,NABIRE, MERAUKE, JAYAPURA, YAPEN WAROPEN,
FAK-FAK, BIAK NUMFOR, KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il JAYAPURA,
KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KABUPATEN PANIAI DALAM WILAYAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRTAN JAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa mengingat keadaan wilayah yang cukup luas, kondisi geografis
yang cukup berat dan terbatasnya sarana/prasarana transportasi dan
komunikas serta meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan di
wilayah Kabupaten Daerah Tingkat |l Jayawijaya, Sorong,
Manokwari, Nabire, Merauke, Jayapura, Yapen Waropen, Fak-fak,
Biak Numfor, Kotamadya Daerah Tingkat Il Jayapura, Kabupaten
Puncak Jaya, dan Kabupaten Pania dalam wilayah Propinsi Daerah
Tingkat | Irian Jaya, maka untuk lebih memperlancar pelaksanaan
tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu
membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten/K otamadya daerah
Tingkat Il dan Kabupaten tersebut;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pembentukan
K ecamatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-...
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2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinss Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di
Propins Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907) Juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi
Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Il Paniai di Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat | Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1996
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN LIMA
PULUH TIGA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT Il JAYAWIJAYA, SORONG, MANOKWARI,
NABIRE, MERAUKE, JAYAPURA, YAPEN WAROPEN, FAK-FAK,
BIAK  NUMFOR, KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il
JAYAPURA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KABUPATEN
PANIAI DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT |
IRIAN JAYA.

Pasal 1...
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Pasal 1

Membentuk Kecamatan Kanggime di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a.  DesaKanggime;
b. DesaMortele;

c. DesaWuluk;

d. DesaEgoni;

e. DesaBogonuk;
f.  DesaPaba

g. Desalugwi;

h. DesaYaliwak;

i.  DesaNabunage;
j. DesaKuparg;

k. DesaKumbur;

|.  DesaKokondao;
m. DesaNunggawi.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Kanggime sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Kanggime.

Wilayah Kecamatan Kanggime sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Karubaga.

Pasal 2...
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Pasal 2

Membentuk Kecamatan Kembu di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a DesaKembu;

b. DesaPanaga;

c. DesaTirib;

d. DesaWaroga

e. DesaUmagi;

f. DesaKalarin;

g. DesaYogwewes;
h. DesaYali;

I.  DesaNambu;

j. DesaMamit;

k. DesaNolopur;
. DesaKagi;

m. DesaTelenggene;
n. DesaGelok.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Kembu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Kembu.

Wilayah Kecamatan Kembu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Karubaga.

Pasal 3...
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Pasal 3

Dengan dibentuknya Kecamatan Kanggime dan Kecamatan Kembu,
maka wilayah Kecamatan Karubaga dikurangi dengan wilayah
Kecamatan Kanggime dan wilayah Kecamatan Kembu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

(1) Membentk Kecamatan Kobakma di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a  DesaKobakma;
b. DesaWanggulom;
c. DesaSeralema;

d. DesaGimbis,

e. DesaBoroges,

f.  DesaAnduang;

g. Desaluarimg;

h.  DesaNinugagas.

(2) Wilayah Kecamatan Kobakma sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bokondini.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kobakma, maka wilayah
Kecamatan Bokondini dikurangi dengan wilayah Kecamatan
K obakma sebagai mana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat..
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(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berada di Desa Kobakma.

Pasal 5

(1) Membentuk Kecamatan Ninia di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a DesaNinig;

b. DesaKorupun;
c. DesaHoluwon;
d. DesaYabi;

e. DesaKabianggama;
f. DesalLandg

g. DesaBomelg;

h. DesaWanem;

I.  DesaSumo;

j.  DesaSuntamon;
k. DesaSoba;

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ninia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) beradadi DesaNinia.

(3) Wilayah Kecamatan Ninia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kurima.

Pasal 6...
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Pasal 6

(1) Membentuk Kecamatan Apalapsili di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a  DesaApadapsili;
b. DesaWelarek;
c. DesaEleiml;

d. DesaEldimll;
e. DesaGilika;

f.  DesaWerenggik.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Apalapsili sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Apalapsili.

(3) Wilayah Kecamatan Apalapsili sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kurima.

Pasal 7

(1) Membentuk Kecamatan Anggruk di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a DesaY aholikma;

b. DesaHerek;

c. DesaMimbaham;
d. DesaHeriapini;
e. DesaPelentum,
f.  DesaUbahak;

g. Desa..
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g. DesaSaruk;

h. DesaWama

i. DesaSolinggul;

j.  DesaSiwikma;

k. DesaPiliam;

|.  DesaPontenpelek;
m. Desa Pontenikma;
n. DesaSdl;

0. DesaKosarek;

p. DesaNohomas;
g- DesaSosowikma;
r. DesaPini;

s. DesaKong

t.  DesaEndoman;
u. DesaNipsan;

v. Desalelambo;
w. DesaTibul;

X.  Desa Sobundalek;
y. DesaNalca.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Anggruk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Y aholikma.

Wilayah Kecamatan Anggruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kurima.

Pasal 8...
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Pasal 8

Dengan dibentuknya Kecamatan Ninia, Kecamatan Apalapsili, dan
Kecamatan Anggruk, maka wilayah Kecamatan Kurima dikurangi
dengan wilayah Kecamatan Ninia, wilayah Kecamatan Apaapsili dan
Wilayah Kecamatan Anggruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

(1) Membentuk Kecamatan Bolakme di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a DesaBolakme;

b. DesaTagime,
c. DesaMunak;

d. DesaTrilingga;
e. Desallugwa;

f. DesaWalo;

g. DesaPorome;
h. DesaYelengga;
i. DesaBugi;

j. DesaDanama;
k. DesaKalarin;

|. DesaMelenggama;

m. Desa Tanahmerah.

(2) Wilayah...
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Wilayah Kecamatan Bolakme sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kelila.

Dengan dibentuknya Kecamatan Bolakme, maka wilayah
Kecamatan Kelila dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bolakme
sebagaima dimaksud pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Bolakme sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Bolakme.

Pasal 10

Membentuk Kecamatan Gameliya di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a  DesaGameliya;
b. DesaAyafofa;

c. DesaEkapame;
d. DesaPindalo;

e. DesaPiwugun;
f.  DesaGukop;

g. Desalaborg;

h. DesaMegaunik;
I. DesaLelam.

Wilayah Kecamatan Gameliya sebgaimana dimaksud pada ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Makki.

Dengan dibentuknya Kecamatan Gameliya, maka wilayah
Kecamatan Makki dikurangi dengan wilayah Kecamatan Gamelia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pusat..
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Pusat Pemerintahan Kecamatan Gameliya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Gameliya.

Pasal 11

Membentuk Kecamatan Kenyam di wilayah Kabuoaten Daerah
Tingkat 11 Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a  DesaKenyaml,
b. DesaKeenyam ll;
c. DesaNdugwa;

Pusat Pemerintahan Kecamatan Kenyam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Kenyam I.

Wilayah Kecamatan Kenyam sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tiom.

Pasal 12

Membentuk Kecamatan Mapenduma di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a  Desaldigil;
b. Desadigill;
c. DesaMapenduma;
d. DesaMugi.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Mapenduma sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Jigi |.

(3) Wilayah...
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(3) Wilayah Kecamatan Mapenduma sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tiom.

Pasal 13

(1) Membentuk Kecamatan Pirime di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a  DesaPirime

b. DesaUmbanume;
c. DesaMilimbo;

d. DesaWamindik;
e. DesaMelendik;
f. DesaEkabg;

g. DesaYiwili;

h. DesaAntila

I.  DesaDimba;

j. DesaGolo.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pirime sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) beradadi DesaPirime.

(3) Wilayah Kecamatan Pirime sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tiom.

Pasal 14...
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Pasal 14

Dengan dibentuknya Kecamatan Kenyam, Kecamatan Mapenduma,dan
Kecamatan Pirime, maka wilayah Kecamatan Tiom dikurangi dengan
wilayah Kecamatan Kenyam, wilayah Kecamatan Mapenduma, dan
wilayah Kecamatan.Pirime sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

(1) Membentuk Kecamatan Iwur di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
Il Jayawijaya, yang meliputi wilayah:
a  Desalwur;
b. DesaKurumkin;
c. DesaWalapkubun;
d. DesaArintap;
e. DesaPepera;

(2) Wilayah Kecamatan Iwur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Oksibil.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Iwur, maka wilayah Kecamatan
Oksibil dikurangi dengan wilayah Kecamatan Iwur sebagaimana
dimaksud Pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Iwur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) beradadi Desalwur.

Pasal 16...
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Pasal 16

Membentuk Kecamatan Hubikos di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a  DesaHubikosi;

b. DesaHabema,

c. Desalbele

d. DesaHeatnem;

e. DesaKosihilapok;

Wilayah Kecamatan Hubikos sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Wamena.

Dengan dibentuknya Kecamatan Hubikosi, maka wilayah
Kecamatan Wamena dikurangi dengan wilayah Kecamatan
Hubikos sebagaimana dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Hubikosi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Hubikosi.

Pasal 17

Membentuk Kecamatan Abenaho di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a Desa Abenaho;
b. DesaWambafak;
c. DesalLandikma;

d. DesaWadangku.

(2) Wilayah...
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Wilayah Kecamatan Abenaho sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kuruluk.

Dengan dibentuknya Kecamatan Abenaho, maka wilayah
Kecamatan Kuruluk dikurangi dengan wilayah Kecamatan Abenaho
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Abenaho sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Abenaho.

Pasal 18

Membentuk Kecamatan Batom di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a  DesaBatom;
b. DesaOkhim,
c. DesaKukihil;
d. DesaOkyob;
e. DesaOketur.

Wilayah Kecamatan Batom sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kiwirok.

Dengan dibentuknya Kecamatan Batom, maka wilayah Kecamatan
Kiwirok dikurangi dengan wilayah Kecamatan Batom sebagaimana
dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Batom sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada di Desa Batom.

Pasal 19...
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Pasal 19

Membentuk Kecamatan Borme di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Jayawijaya, yang meliputi wilayah:

a  DesaBorme;
b. DesaOmban,
c. DesaTaramluy;
d. DesaBime.

Wilayah Kecamatan Borne sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Okbibab.

Dengan dibentuknya Kecamatan Borme, maka wilayah Kecamatan
Okbibab dikurangi dengan wilayah Kecamatan Borme sebagaimana
dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan K ecamatan Borme sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) beradadi Desa Borme.

Pasal 20

Membentuk Kecamatan Sawiat di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Sorong, yang meliputi wilayah:

a  DesaWendolo;
b. DesaPasir Putih;
c. DesaWelek;

d. DesaKlamit;

e. DesaMlablolo;
f. DesaSawiat;

g. Desa..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

17

g. DesaKofdlit;
h. Desa Sosnek;
i Desa Eles.

(2) Wilayah Kecamatan Sawiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Teminabuan.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sawiat, maka wilayah Kecamatan
Teminabuan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sawiat
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1).

Pasal 21

(1) Membentuk Kecamatan Samate di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Sorong, yang meliputi wilayah:

a. Desa Samate;

b. DesaKapatlap;
c. DesaJefman;
d. Desa Amdui;
e. DesaYenanas;
f.  DesaArefi;

g. DesaYansaway;
h. DesaKaliam,
i. DesaSolol;

j. DesaWaijan;
k. DesaKalobo.

(2) Wilayah Kecamatan Samate sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Salawati.

(3 Dengan...
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Dengan dibentuknya Kecamatan Samate, maka wilayah Kecamatan
Salawati dikurangi dengan wilayah Kecamatan Samate
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Samate sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Samate.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Salawati dipindahkan dari

Kelurahan Doom ke Desa Katinim.

Pasal 22

Membentuk Kecamatan Prafi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
Il Manokwari, yang meliputi wilayah:

a  DesaPrafi Mulig;
b. DesaUmbuy;

c. DesaNimbay;

d. DesaPréfi;

e. DesaDesay;

f. DesaAimasi;

g. DesaUdapi Hilir.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Prafi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) beradadi Desa Prafi Mulia.

Wilayah Kecamatan Prafi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Warmare.

Pasal 23...
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Pasal 23

(1) Membentuk Kecamatan Minyambouw di wilayah Kabupaten

(2)

3)

Daerah Tingkat 11 Manokwari, yang meliputi wilayah:

a

b.

j.

K.

Desa Minyambouw;
DesaDemaisi;

Desa Awibehei;
Desa Indabri;

Desa Mokwam,
Desa Amber;

Desa Catubow.
Desa Sugemah;
Desa Nungkimor;
Desa |kimabau;

Desa Masabui.

Pusat Pemerintahan K ecamatan Minyambou sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berada di Desa Minyambouw.

Wilayah Kecamatan Minyambouw sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan

Warmare.

Pasal 24...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

20

Pasal 24

Dengan dibentuknya Kecamatan Prafi dan Kecamatan Minyambouw,

maka wilayah Kecamatan Warmare dikurangi dengan wilayah

Kecamatan Prafi dan wilayah Kecamatan Minyambouw sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1).

Pasal 25

(1) Membentuk Kecamatan Masni di wilayah Kabupaten Daerah

Tingkat 11 Manokwari, yang meliputi wilayah:

a

b.

j.

Desa Sumber Boga;
Desa Prafi Barat;
Desa Muara Prafi;
Desa Kaironi;

Desa Masni;

Desa Macuan;

Desa Sidey;

Desa Waryori;
Desa Bowi Subur;

Desa Mokwan;

(2) Wilayah Kecamatan Masni sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Manokwari.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Masni, maka wilayah Kecamatan

Manokwari dikurangi dengan wilayah Kecamatan Masni
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1).

(4) Pusat..
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Pusat Pemerintahan Kecamatan Masni sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada di Desa Sumber Boga.

Pasal 26

Membentuk Kecamatan Aranday di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Manokwari, yang meliputi wilayah:

a  DesaAranday;
b. DesaTomuy;
c. DesaTaroi;
d. DesaWeriagar;
e. DesaKalitami;

Wilayah Kecamatan Aranday sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bintuni.

Dengan dibentuknya Kecamatan Aranday, maka wilayah
Kecamatan Bintuni dikurangi dengan wilayah Kecamatan Aranday
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Aranday sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Aranday.

Pasal 27

Membentuk Kecamatan Sururey di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Manokwari, yang meliputi wilayah:

a  DesaSururey;
b. DesaDebetik;
c. DesaKusmenga

d Desa..
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Desalran Mebga;
Desa Tohosta;
Desalsim;

Desa Tubes;

(2) Wilayah Kecamatan Sururey sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

3)

(4)

D)

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Anggi.

Dengan dibentuknya Kecamatan Sururey, maka wilayah Kecamatan

Anggi dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sururey sebagaimana
dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Sururey sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berada di Desa Sururey.

Pasal 28

Membentuk Kecamatan Wanggar di wilayah Kabupaten Daerah

Tingkat 11 Nabire, yang meliputi wilayah:

a

b.

Desa Bumi Mulig;
Desa Waroki;

Desa Gerbang Sadu;
Desa Wadio;

Desa Bumi Raya;
Desa Kalisemen;
Desa Wanggar Sari;
Desa Wiraska;

Desa Wanggar Pantai;

Kelurahan Bumi Wonoreo;

k.

Kelurahan...
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k. Kelurahan Kalibobo.

Wilayah Kecamatan Wanggar sebagaimana dimaksud pada ayat(1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Nabire.

Dengan dibentuknya Kecamatan Wanggar, maka wilayah
Kecamatan Nabire dikurangi dengan wilayah Kecamatan Wanggar
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Wanggar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Bumi Mulia.

Pasal 29

Membentuk Kecamatan Sukikai di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Nabire, yang meliputi wilayah:

a.  Desa Apogomakida;
b. DesaSukikai;

c. DesaDenieode;

d. DesaYogeyepa;

e. DesaAbouyaga;

f. DesaModio;

g. DesaPutapa;

Wilayah Kecamatan Sukikai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mapia;

Dengan dibentuknya Kecamatan Sukikai, maka wilayah Kecamatan
Mapia dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sukikai sebagaimana
dimaksud Pada ayat (1).

(4) Pusat..
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Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukikai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Apogomakida.

Pasal 30

Membentuk Kecamatan Ikrar di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
I Nabire, yang meliputi wilayah:

a  Desaldakebo;

b. DesaPugatadi I;
c. DesaPugatadi Il;
d. Desalkrar;

e. DesaTibai;

f.  DesaBoduda;

9. DesaUpapugg;
h. DesaYatapoga;
I.  DesaBunauwo.

Wilayah Kecamatan Ikrar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kamu;

Dengan dibentuknya Kecamatan Ikrar, maka wilayah Kecamatan
Kamu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ikrar sebagaimana
dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Ikrar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada di Desa ldakebo.

Pasal 31...
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Pasal 31

(1) Membentuk Kecamatan Kurik di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Merauke, yang meliputi wilayah:

a.  DesaHarapan Makmur;
b. DesaKumbe;

c. DesaOnggari;

d. DesaRawasari;

e. DesaPadang Raharja;
f. DesaKurik;

g. DesaTelagasari;

h.  Desa Sumber Rejeki;
i. DesaJayaMakmur.

j. DesaKog;

k. DesaSumber Mulya;
|.  DesaKaliki;

m. Desalvimahad;

n. DesaKaliburse

0. DesaDomande;

p. DesaBaad,
g- DesaSeneqgi;
r. DesaWgau,

s. DesaSaor Indah;

t. Desa..
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t. DesaSukaMagu.

Wilayah Kecamatan Kurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Merauke;

Dengan dibentuknya Kecamatan Kurik, maka wilayah Kecamatan
Merauke dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kurik sebagaimana
dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Kurik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada di Desa Harapan Makmur.

Pasal 32

Membentuk Kecamatan Akat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
Il Merauke, yang meliputi wilayah:

a  DesaAkat;

b. DesakEtsy;

c. DesaPowetsy;

d. DesaManepsimni;
e. DesaBeco;

f. DesaYoni;

g. DesaBuetkwar;

h.  Desa Sesakam;

I. DesaPau.

Wilayah Kecamatan Akat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Agats,

(3 Dengan...
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Dengan dibentuknya Kecamatan Akat, maka wilayah Kecamatan
Agats dikurangi dengan wilayah Kecamatan Akat sebagaimana
dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Akat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) beradadi Desa Akat.

Pasal 33

Membentuk Kecamatan Suator di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Merauke, yang meliputi wilayah:

a  DesaBinam,

b. DesaDekamer;
c. DesaDaikot;
d. DesaSomnak;
e.  DesaPatippi;

f.  DesaWouto;

g. DesaPirabanak;
h. DesaVakam;

i. DesaVagabus;
j. DesaBurbis;

k. DesaAsarep;

|.  DesaWowi;

m. DesaKarbis,

n. DesaJdinak;

0. DesaBubhis;
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p. DesaSorai.

Wilayah Kecamatan Suator sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Citak Mitak;

Dengan dibentuknya Kecamatan Suator, maka wilayah Kecamatan
Cetak Mitak dikurangi dengan wilayah Kecamatan Suator
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Suator sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada di Desa Binam.

Pasal 34

Membentuk Kecamatan Fayit di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Merauke, yang meliputi wilayah:

a DesaBasm;
b. DesaWarsas,

c. DesaBiopis;

d. DesaNanay;
e. DesaWiyar;
f. DesaKagas;

g. DesaBagair;
h. DesaBawos;
I.  DesaPiramat;
j. DesaTauro;
k. DesaPirien;

|.  DesaOcenep;

(2) Wilayah...
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Wilayah Kecamatan Fayit sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pantai Kauari;

Dengan dibentuknya Kecamatan Fayit, maka wilayah Kecamatan
Pantai Kasuari dikurangi dengan wilayah Kecamatan Fayit
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Fayit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada di Desa Basim.

Pasal 35

Membentuk Kecamatan Haju di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
I1 Merauke, yang meliputi wilayah:

a  DesaYagatsy;
b. Desa Amagatsy;
c. DesaKatage;

d. DesaSogope;

e. DesaWiyage

f. DesaKasmg;

g. DesaAmends;
h. DesaKaibuy;

I.  DesaOmuro;

j.  DesaOkor;

k. DesaAtsipm;

|. DesaTsemtaipm;
m. DesaGeiripm,
n. DesaWarogon;

0. Desa..



(2)

3)

(4)

D)

(2)

3)

(4)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

30

0. DesaKaibusene;
p. DesaArare,
g. DesaPagai;
r. DesaKerke.

Wilayah Kecamatan Haju sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Assue.

Dengan dibentuknya Kecamatan Haju, maka wilayah Kecamatan
Assue dikurangi dengan wilayah Kecamatan Hagju sebagaimana
dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Haju sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) beradadi Desa Y agatsu.

Pasal 36

Membentuk Kecamatan Skamto di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Jayapura, yang meliputi wilayah:

a.  DesaJdaipuri;
b. DesaSkamto;
c. DesaArsopurg;

Wilayah Kecamatan Skamto sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Arso.

Dengan dibentuknya Kecamatan Skamto, maka wilayah Kecamatan
Arso dikurangi dengan wilayah Kecamatan Skamto sebagaimana
dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Skamto sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Jaipuri.

Pasal 37...
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Pasal 37

Membentuk Kecamatan Kemtuk di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Jayapura, yang meliputi wilayah:

a  DesaSama;

b. DesaMamdaY awan;
c. DesaMamda

d. DesaMamei;

e. DesaNambon;

f. DesaKwansy;

g. DesaSoaib;

h.  Desa Sabeap Kecil;

I.  Desa Sekori;

Wilayah Kecamatan Kemtuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kemtugresi.

Dengan dibentuknya K ecamatan Kemtuk, maka wilayah Kecamatan
Kemtugres dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kemtuk
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Kemtuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Sama.

Pasal 38

Membentuk Kecamatan Nimbokrang di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Jayapura, yang meliputi wilayah:

a Desa..
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a.  DesaNimbokrang;

b. DesaBenyom Jayal;
c. DesaBenyom Jayall;
d. DesaBerap;

e. DesaHamonggrang;

Wilayah Kecamatan Nimbokrang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Nimboran.

Dengan dibentuknya Kecamatan Nimbokrang, maka wilayah
Kecamatan Nimboran dikurangi dengan wilayah Kecamatan

Nimbokrang sebagaimana dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Nimbokrang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Nimbokrang.

Pasal 39

Membentuk Kecamatan Sentani Barat di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Jayapura, yang meliputi wilayah:

a  DesaDosay;,

b. DesaMaribu;

c. DesaWaibron;

d. DesaSabron;

e. DesaDoyo;

f.  DesaSosiri;

g. DesaYakonde;

h. DesaDondai;

i. DesaDoyo Lama;
j. DesaKanda

(2) Pusit..
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Pusat Pemerintahan Kecamatan Sentani Barat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Dosay.

Wilayah Kecamatan Sentani Barat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sentani.

Pasal 40

Membentuk Kecamatan Sentani Timur di wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Jayapura, yang meliputi wilayah:

a  DesaNoloklg;

b. DesaPuay;

c. DesaAyapo;

d. DesaAse Besar;
e. DesaAsa Kecil;
f.  DesaNendali;

Pusat Pemerintahan Kecamatan Sentani Timur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Nolokla.

Wilayah Kecamatan Sentani Timur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan
Sentani.

Pasal 41

Dengan dibentknya Kecamatan Sentani Barat dan Kecamatan Sentani

Timur, maka wilayah Kecamatan Sentani dikurangi dengan wilayah

Kecamatan Sentani Barat dan wilayah Kecamatan Sentani Timur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1).

Pasal 42...
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Pasal 42

Membentuk Kecamatan Angkaisera di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Y apen Waropen, yang meliputi wilayah:

a  DesaMenawi;
b. DesaAitiri;

c. DesaKontiunai;
d. DesaKabueng;
e. DesaBorai;

f. DesaAmbai;
g. DesaRondepi;
h. DesaKawipi;
i. DesaWadapi;
j.  DesaWawuti;
k. DesaKainui

|.  DesaSaweru.

Wilayah Kecamatan Angkaisera sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Y apen
Selatan.

Dengan dibentuknya Kecamatan Angkaisera, maka wilayah
Kecamatan Yapen Selatan dikurangi dengan wilayah Kecamatan
Angkai sera sebagaimana dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Angkaisera sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Menawi.

Pasal 43...
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Pasal 43

(1) Membentuk Kecamatan Poom di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Y apen Waropen, yang meliputi wilayah:

a  DesaPoomll;
b. DesaPooml;

c. DesaSerewen;
d. DesaMakiroan;
e. DesaMunggui;
f. DesaAsa;

g. DesaWindes;
h. DesaKaondg;

I.  DesaKarawi;

j.  DesaRosbori.

(2) Wilayah Kecamatan Poom sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Y apen Barat.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Poom, maka wilayah Kecamatan
Yapen Barat dikurangi dengan wilayah Kecamatan Poom
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Poom, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) beradadi DesaPoom Il.

Pasal 44

(1) Membentuk Kecamatan Masirel di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Y apen Waropen, yang meliputi wilayah:

a Desa..
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a  DesaUrato;

b. DesaAwaso;

c. DesaSaurisirami;
d. DesaFdfai;

e. DesaOdass;

f. DesaWonti;

g. DesaReseisayati;
h. DesaMambai.

Wilayah Kecamatan Masirei sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Waropen
Bawah.

Dengan dibentuknya Kecamatan Masirei, maka wilayah Kecamatan
Waropen Bawah dikurangi dengan wilayah Kecamatan Masirel
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Masirel, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Urato.

Pasal 45

Membentuk Kecamatan Fak-fak Barat di wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Fak-fak, yang meliputi wilayah:

a DesaWerba
b. DesaKiat;
c. DesaPurwasak;

d. DesaWerpigan;

e. Desa..
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e. DesaWerabuan;
f. Desa Siboru;
g. DesaSipatnanan.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Fak-fak Barat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Werba.

Wilayah Kecamatan Fak-fak Barat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan
Fak-fak.

Pasal 46

Membentuk Kecamatan Fak-fak Timur di wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Fak-fak, yang meliputi wilayah:

a  DesaTunasGain;
b. DesaAntaisa

c. DesaFaukia;

d. DesaTarak;

e. DesaTuburwasak;
f. DesaMas,

g. DesaUrat;

h. Desa Sanggram,
I.  DesaWaserat;

j. DesaWambar;

k. DesaKotam;

|.  DesaKwamg;

m. DesaWayati.

(2) Pusit..
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(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Fak-fak Timur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Tunas Gain.

(3) Wilayah Kecamatan Fak-fak Timur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan
Fak-fak.

Pasal 47

Dengan dibentuknya Kecamatan Fak-fak Barat dan Fak-fak Timur, maka
wilayah Kecamatan Fak-fak dikurangi dengan wilayah Kecamatan
Fak-fak Barat dan wilayah Kecamatan Fak-fak Timur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1).

Pasal 48

(1) Membentuk Kecamatan Buruway di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Fak-fak, yang meliputi wilayah:

a  DesaKambala;
b. DesaYarong

c. DesaEdor;

d. DesaTairi;

e. DesaGaka;

f. DesaGuriasa
g. DesaAdijaya;
h. DesaUlan Jaya;
i.  DesaBuruway;
j. DesaHia

(2) Wilayah...
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Wilayah Kecamatan Buruway sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kaimana.

Dengan dibentuknya Kecamatan Buruway, maka wilayah
Kecamatan Kaimana dikurangi dengan wilayah Kecamatan

Buruway sebagaimana dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Buruway sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Kambala.

Pasal 49

Membentuk Kecamatan Warsa di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Biak Numfor, yang meliputi wilayah:

a  DesaDoubo;

b. DesaMarur;

c. DesaDiano;

d. DesaSawah;

e. DesaAman;

f. DesaYeruboi,
g. DesaAmoy;

h.  Desalnswanbesi;
i. DesaKoyomi;
j. DesaWasani.
k. DesaSansundi;
|. DesaYawos.

Wilayah Kecamatan Warsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Biak Utara.

(3 Dengan...
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Dengan dibentuknya Kecamatan Warsa, maka wilayah Kecamatan
Biak Utara dikurangi dengan wilayah Kecamatan Warsa
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Warsa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada di Desa Doubo.

Pasal 50

Membentuk Kecamatan Yendidori di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Biak Numfor, yang meliputi wilayah:

a  DesaYendidori;
b. DesaUrfuy;

c. DesaAdoki;

d. DesaSamber;

e. Desalnggiri;

f.  DesaSorido;

g. DesaYafdas,

h.  Desa Sambawofuar;
I.  DesaMoibaken;
j.  DesaWirmaker;
k. DesaSyabes,

|.  DesaSambersub;
m. DesaWaroi.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Yendidori sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Y endidori.

(3) Wilayah...
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(3) Wilayah Kecamatan Yendidori sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Biak Kota.

Pasal 51

(1) Membentuk Kecamatan Samofa di wilayah Kabupaten Daerah

Tingkat 11 Biak Numfor, yang meliputi wilayah:

a

b.

g.
h.

Desa Samofa;
Desa Brambaken;
Desa Meryendi;
Desa Mandouw;
Desa Sumberker;
Desa Swapodido;
Desa Mokmer;

Desa Paray.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Samofa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Kelurahan Samofa.

(3) Wilayah Kecamatan Samofa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Biak Kota.

Pasal 52

Dengan dibentuknya Kecamatan Yendidori dan Kecamatan Samofa,

maka wilayah Kecamatan Biak Kota dikurangi dengan wilayah Y endidori
dan wilayah Samofa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan
Pasal 51 ayat (1).

Pasal 53...
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Pasal 53

(1) Membentuk Kecamatan Padaido di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Biak Numfor, yang meliputi wilayah:

a  DesaWundi;

b. DesaPay;

c. DesaNus Babaruk;
d. DesaAuki;

e. DesaMbroms;

f. DesaMeos Mangguandi;
g. DesaPasi;

h.  Desa Sumber Pasi;
I. DesaSaribra;

j. DesaPadaido.

k. DesaNyansoren.

(2) Wilayah Kecamatan Padaido sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Biak Timur.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Padaido, maka wilayah Kecamatan

Biak Timur dikurangi dengan wilayah Kecamatan Padaido
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Padaido sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Wundi.

Pasal 54...
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Pasal 54

Membentuk Kecamatan Muara Tami di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Jayapura, yang meliputi wilayah:

a  Desa Skow Mabo;
b. DesaSkow Yambe;
c. DesaSkow Sae

d. DesaKoyaBardt;
e. DesaKoyaTimur;
f.  DesaHoltekamp.;

Wilayah Kecamatan Muara Tami sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Abepura.

Dengan dibentuknya Kecamatan Muara Tami, maka wilayah
Kecamatan Abepura dikurangi dengan wilayah Muara Tami
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Muara Tami sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Skow Mabo.

Pasal 55

Membentuk Kecamatan Fawi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
I1 Puncak Jaya, yang meliputi wilayah:

a  DesaFawi;
b. DesaKigaye;
c. DesaDovo;
d. Desalratori;

e. Desa..
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e. DesaDagai;
f.  DesaGueri;
g. DesaBakus;
h. DesaTurmo;
I. DesaKordesi;
j. DesaFaisay;
k. DesaTaya.

Wilayah Kecamatan Fawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mulia.

Dengan dibentuknya Kecamatan Fawi, maka wilayah Kecamatan
Mulia dikurangi dengan wilayah Kecamatan Fawi sebagaimana
dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Fawi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) beradadi Desa Fawi.

Pasal 56

Membentuk Kecamatan Agisiga di wilayah Kabupaten Paniai yang
meliputi wilayah:

a.  DesaUnabundoga;
b. DesaMbamogo;

c. DesaPigisiga;

d. DesaTausiga;

e. DesaAgisiga;

f. Desa Balamai;

(2) Wilayah...
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Wilayah Kecamatan Agisiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sugapa.

Dengan dibentuknya Kecamatan Agisiga, maka wilayah Kecamatan
Sugapa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Agisiga sebagaimana
dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Agisiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Unabundoga.

Pasal 57

Membentuk Kecamatan Biandoga di wilayah Kabupaten Paniai
yang meliputi wilayah:

a.  DesaBagatadi;
b. DesaSabisa;

c. DesaYamsi;

d. DesaBiandoga;
e. DesaKaowa
f. DesaBugaaga;
g. DesaYagaito;

Wilayah Kecamatan Biandoga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Homeyo.

Dengan dibentuknya Kecamatan Biandoga, maka wilayah
Kecamatan Homeyo dikurangi dengan wilayah Kecamatan

Biandoga sebagaimana dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Biandoga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Bagatadi.

Pasal 58...
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Pasal 58

Membentuk Kecamatan Bibida di wilayah Kabupaten Paniai yang
meliputi wilayah:

a  DesaBibida
b. DesaUgidimi;
c. DesaDuma;
d. DesaDogomo;

Wilayah Kecamatan Bibida sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Paniai Timur.

Dengan dibentuknya Kecamatan Bibida, maka wilayah Kecamatan
Paniai Timur dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bibida
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan K ecamatan Bibida sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada di DesaBibida.

Pasal 59

Membentuk Kecamatan Bogobaida di wilayah Kabupaten Paniai
yang meliputi wilayah:

a. DesaBogobaida;

b. DesaNawipawo;

c. DesaUwagi;

d. DesaNomouwadide;
e. Desalpauwo;

f. DesaYoutad.

(2) Wilayah...
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Wilayah Kecamatan Bogobaida sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan
Aradide.

Dengan dibentuknya Kecamatan Bogobaida, maka wilayah
Kecamatan Aradide dikurangi dengan wilayah Kecamatan
Bogobai da sebagai mana dimaksud Pada ayat (1).

Pusat Pemerintahan Kecamatan Bogobaida sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Bogobaida.

Pasal 60

Membentuk Kecamatan Tigi Timur di wilayah Kabupaten Paniai
yang meliputi wilayah:

a.  Desa Damabagata;
b. DesaWatiyai;

c. DesaKokobaya;
d. DesaKopa l;

e. DesaKopall;

f.  DesaDakebo;

g. DesaGakokebo;
h. DesaEdagotali.

Wilayah Kecamatan Tigi Timur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tigi.
Dengan dibentuknya Kecamatan Tigi Timur, maka wilayah
Kecamatan Tigi dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tigi Timur
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1).

(4) Pusat..
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(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tigi Timur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di Desa Damabagata

Pasal 61

(1) Bataswilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah ini dituangkan dalam peta sementara yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(2) Peta batas wilayah yang pasti bagi masing-masing Kecamatan
dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dikemudian hari sengan
Peraturan Pemerintah sendiri.

Pasal 62

Pemecahan, penyatuan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas
Desa/Kelurahan dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas
wilayah Kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman

yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 63

(1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh

Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(2) Segda.
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(2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari
pembentukan 53 (lima puluh tiga) kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan pemernitah ini diatur oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat | Irian Jaya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhitungkan
kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah
Daerah Tingkat | Irian Jaya.

Pasal 64
Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah
Daerah Tingkat | Irian Jaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar...
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Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 31 Oktober 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

padatanggal 31 Oktober 1996

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO



